BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR £i&  TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang:

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KATINGAN,

bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 310
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, perlu dibuat suatu Pedoman tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a
di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten  Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286});

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575j;
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4576); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {(Lembaran Negara
Republik Indonesian Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesian Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesian Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum {Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011
Nomor 16j;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN

UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

0 N OO

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Katingan
Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud
dalam Undang-Undang dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang
selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana
Keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan
DPRD Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

Bupati adalah Bupati Katin

Sekretaris Daerah adalah aris Daerah Kabupaten Katingan.
Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok
kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan
pemerintah Kabupaten Katingan, Prinsip dan kebijakan Penyusunan
APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan APBD Kabupaten
Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus
diperhatikan /dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. «
Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah
Kabupaten Katingan adalah keserasian kebijakan pemerintah pusat
dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan.
Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah
Landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran
program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan
Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Teknis Penyusunan APBD adalah Ilangkah-langkah yang harus
dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan
APBD.

Aparatur Sipil Negara adalah PNSD dan CPNSD yang gajinya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
Pegawai/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS/CPNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014.
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Pegawai Tidak Tetap/Pekeria Harian Lepas /Tenage
peg"{a ‘@l vang d’ano}q:«‘ﬂ jangka waktu
melaksanakan tugas peme dan pembanguna
teknis profesional dan azf, sesuital dengan
kemam puan organisasi d erangka sistem kepe 51&&9.3 vang

tidak berk €d 1dukan  sebaga: 1'--f_3t;a\ ai Negeri dan ditkat dengan
p«—? .;mjia.u Lerjasama. 11 lingkungan kabupaten Katingan

disebut sabzzia; Tenaga Ahli/Pendukung.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang di tujuk
menerima. menvimpan, membayarkan. menatausahakan @ dan
memepertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOFD.
Bendaha f1 pengeluaran adalah pejabat fungsional vang ditunjuk
menerima. menvimpan, membavar, menatausahakan dan
memepertangungiawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SOPD.
Bendahara Pembantu/Pembantu Bendahara penerimaan/pengeluaran
adalah pengurus kuangan vang memebantu e’?a’tam penviapan
administrasi maupun teknis penatausahaan keuangar pﬁida SOFD.
Tambahan Penghasilan adalah tambahan pengh S'{ 1 bagi Pegawal
Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil vang pet T*h’”{ varannva tidak
bersamaan dengan pembavaran gaii bulanan.
am’nahc 1 Penghasilan bagi %’egm\.ax Negert Sipil atau Calon Pegawai
Negeri Sipil diatur sesual dengan peraturan perundang-undangan.
Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah (DPRD] vaitu untuk
membantu "Wgajt IPRD guna z'neng@p‘f*ma"kaﬁ fumn:i tugas dan
wWewenang K
serta ;}{3:1‘5

Jabatan Fungsion a’z vaitu jabatan teknis vang tidak tercantum dala:
struktur organisasi, tetapi {iaré sudut Oaﬂdaﬁg fungsinva Sf‘”‘::
diperiukan daEam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi

misainva: Pejabat D@ﬁgahas Urusan Pemerintahan Daerah [(P2UPD),
auditor {Japatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter

perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pran qkamputei
statistis:, pranata laboratorium pendidikan, dan ‘peuguﬁ kendaraan
bermotor.

Unit Lavanan Pengadaan Barang/Jasa. yaitu tempat untuk pemilthan
penvedia barang/jasa dengan a.ugas pokok menetapkan dokumen
pengadaan besaran nominal., dan non penawaran. pengumuman
untuk masvarakat umum melalu: LPSE dalam portal nasional, menilai
kualifikasi melalul prakualifikasi dan pasca kualifikasi, melakukan
evaluasi administrasi, tekmis dan seterusnya.

Kebijakan Umum APBD vang selanjutnva disingkat RKUA adalah
dokumen vang memuat kebijakan bidang pen daparar helanja dan
pembiavaan serta asumsi yvang mendasarinva untuk pariode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjuinva disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan bata

maksimal anggaran vang dibert kepada SOPDuntuk setiap program
sebagai acuan dalam penvusunan RREA-SOPD  sebagai dasar
penvusunan RAPBD.

Rencana Kerja dan Anggaran SOPD vang selanjutnva disingkat REKA-
SOPD  adalah dokumen perencanaan dan penganggaran bDerisi
program, kegiatan dan anggaran SOPD.

/“
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SOPD yang digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh
pengguna anggaran.

Program adalah penjabaran kebijakan SOPD dalam bentuk upaya
vang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SOPD sebagai dari bagian pencapaian
sasaran terukur pada satu program dan tediri dari sekumpulan
tindakan penyerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran foutput) dalam
bentuk barang/Jasa.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagaipenambahannilaikekayaanbersih.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
program dan kegiatan yang direncanakan.

Capaian Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai
yang berwujud kualitas, kuantitas, efisien dan efektifitas pelaksanaan
dari setiap program dan kegiatan.

Standart Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang
/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli dan
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainya yang
sah.

Barang milik daerah berupa aset tetap, yang selanjutnya disebut asset
tetap adalah asset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset.

Biaya Perolehan adalah Jumlah kasataun setara kas yang telah dan
yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah
dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau kontruksi sampai dengan asset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer
daerah serta tenaga kontrak daerah pada waktu-waktu tertentu diluar
jam kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan
kantor Pemerintah.

jdih.katingankab.go.id
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BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN
Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran
2020, meliputi:

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan

Pemerintah Pusat;

Prinsip Penyusunan APBD;

Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

Landasan Penyusunan RKA-SOPD;

Prinsip-prinsip Penyusunan RKA-SOPD Tahun Anggaran 2020;

Hal-hal khusus Lainnya.

2) Uralan pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, II dan III sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

QN IESYN

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 1 AipiCh 2-Qy

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal j ftStkVtf 2CI10

iTA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR SoT

jdih.katingankab.go.id



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR %/ TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam siklus Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89
ayat (1) dan (2). Dalam penyusunan program Kkerja seluruh Satuan
OrganisasiPerangkat Daerah (SOPD)di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan beserta penganggarannya secara terjadwal, terpadu, dan
berkesinambungan.

Rencana kerja Anggaran Satuan OrganisasiPerangkat Daerah (RKA-
SOPD)disusun dengan menggunakan pendekatan Ternatik, Holistik, Integratif
dan Spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows
program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar
bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi
SOPD yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas
pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku
kepentingan prioritas nasional/prioritas daerah/program prioritas/kegiatan
prioritas dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

A. TUJUAN PANDUAN

Panduan ini dimaksudkan salah satu acuan Satuan OrganisasiPerangkat
Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam
menyusun RKA-SOPD Tahun Anggaran 2020, yang secara berjenjang akan
diselaraskan dan diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020.Serta menghindari
hal-hal dalam mekanisme perencanaan/penganggaran/pengelolaan yang
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

B. LANDASAN PENYUSUNAN RKA-SOPD TAHUN ANGGARAN 2020
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2020 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, berkaitan dengan
hal ini pemerintah daerah Kabupaten Katingan harus mendukung
tercapainya S (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan
potensi dan kondisi daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tertuang
dalam RKPD Tahun 2020. S (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun
2020 dimaksud meliputi :

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

Penguatan Konektivitas dan Pemerataan,;

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;

Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian

Lingkungan Hidup; dan

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
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C.

Prioritas pembangunan Kabupaten Katingan tidak terlepas dari kebijakan
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023
maupun RKPD Tahun Anggaran 2020 sehingga fokus pembangunan
Kabupaten Katingan tahun 2020 adalah " Pengembangan kualitas dan
aksesibilitas infrastruktur untuk kemajuan ekonomi, nilai tambah produk
pertanian, mendorong investasi dan pengembangan perdesaan” adapun 4
(empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020
meliputi :

Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Pembangunan Ekonomi Unggulan; dan

Infratruktur Wilayah dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

e S

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RKA-SOPD TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam penyusunan RKA-SOPD, perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan SOPD;

2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien,
ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal tang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapat akses informasi seluas-luasnya tantang APBD;

5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan

6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

Untuk menjaga konsistensi program kerja dalam jangka panjang
dan menengah, RKA-SOPD merupakan penjabaran operasional dari
rencana strategis SOPD yang bersangkutan, yang merujuk pada RKPD
Kabupaten Katingan Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun
2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) SOPD yang telah disusun menjadi
acuan penting dalam mengusulkan program dari masing-masing SOPD.
APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan
target capaian yang diusulkan oleh tiap SOPD dalam pelaksanaan
Renstra-nya, khususnya dalam Tahun 2020.

Oleh karena itu, dalam pengusulan program wajib dan program
pilihan-nya, setiap SOPD hendaknya menyampaikan dengan jelas target
capaian yang sesuai dengan Renstra SOPD.Keterkaitan program yang
diusulkan dengan target capaian Renstra SOPD merupakan kriteria dalam
melakukan evaluasi/pengawasan /pengendalian terhadap usulan RKA -
SOPD.Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing pemerintah  provinsi dan
pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi
terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah.

c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi
daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan
pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan
suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya
pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau retribusi kepada  Wajib  Pajak atau  Wajib
Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi.

d. Pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor
paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk
mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.

e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok,
baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyvarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah.

f. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak
Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan
penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56
ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam
peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
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h. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan
untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing.

i. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan
Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum,
rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

j. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis
Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan
sesuai dengan  sumber penerimaan masing-masing jenis
retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

k. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau
dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan
atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-
undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan selama 6 (enam)} bulan
sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1} Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

l. Larangan  Pemerintah  Daerah  melakukan  pungutan
yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah,
dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program
strategis nasional = berpedoman pada Pasal 32 huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah
yvang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu, meliputi :

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerinta
daerah; %
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b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari
investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi pemerintah daerah

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Daerah.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
a). Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, meliputi:
(1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

(3) hasil kerja sama daerah;

(4) jasa giro.

(5) hasil pengelolaan dana bergulir;

(6) pendapatan bunga;

(7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan
Daerah;

(8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain
sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah,

asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa
termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan
lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
(9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing;
(10) pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan;
(11) pendapatan denda pajak daerah; (12) Pendapatan denda
retribusi daerah;
(13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (14)
pendapatan dari pengembalian;
(15) pendapatan dari BLUD; dan
(16) pendapatan lainnya sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan
b. Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat
mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun
Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan
kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai barang milik daerah.
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B. PENDAPATAN TRANSFER/DANA PERIMBANGAN /LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Dana Bagi Hasil (DBH)

1)

a)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan
Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang
terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21
dianggarkan paling tinggi sesual dengan alokasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai  Alokasi DBH-Pajak  Tahun Anggaran 2020,
dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan
negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir
didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran
2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah
Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud
pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-
CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian
DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Rincian DBH- CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT
didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3
(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun
Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian
DBH- CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2020 terlah ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah
kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan
penggunannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertaha

atau sekaligus. c{ f
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c)

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber
Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-

Kehutanan, DBH- Pertambangan Mineral dan
Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-
Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas

Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai
dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
mengenal Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- SDA
Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan
kemungkinan realisasi penerimaan negara yang
dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan
DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi
pendapatan DBH- Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun
Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran
2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan
alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun
Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun
sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019,
pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun
Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran
2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut
didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan
realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020
tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus
menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peratui?n
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daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan DBH-Pajak DBH-CHT dan DBH-SDA untuk
daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran,
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tuyjuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU
Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan
setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan
DAK Non Fisik.
Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020
yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam
hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama
antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau
sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran
2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,
penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi
DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan
dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus
menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
4) Dana Insentif Daerah
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 I\/
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.
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Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi
Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus
berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis
yvang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.
Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-
undangan.

Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana
Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi
Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana
Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahy n/
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Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana
Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun
Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari
pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil
Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan
pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari
pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran
2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran
2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan
realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang
belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan
target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan bantuan keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima
dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau
tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan
tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan

dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah vang tidak melakukan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan/

¥
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daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan
bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung
dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan hibah.

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak
mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis
yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan
kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak
menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud
dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk
memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan,
kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan
ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-
masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode
rekening berkenaan.

Dana Darurat.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana
vang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan
menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari
pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah
diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai
alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana
darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DP{}}?D?
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untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

11) Hibah Dana BOS
Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri
yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun
Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan
sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani
peraturan perundang- undangan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana
BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah
Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020
ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan
alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019
termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri
yvang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang
telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada
APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS
dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa
Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan
pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan
Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar
diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA DAERAH

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
terdiri atas:
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Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas
. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 12 | nyomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan

Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Daerah
Keuangan Daerah
BELANJA DAERAH BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi 1. Belanja Tidak Langsung

. Belanja Pegawai;
Bunga Subsidi;
Belanja Hibah;

Belanja Pegawai; i
C
d. Bantuan Sosial;
e
f.

o P

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga; . Belanja Bagi Hasil;

e

Belanja Subsidi;
Belanja Hibah; dan

Bantuan Keuangan; dan
. Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung

o
va

by

Belanja Bantuan Sosial. i .
a. Belanja Pegawai;

2. Belanja Modal

a. Belanja Tanah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang
tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional.
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Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung
target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai
dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus
terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan
publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi
dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana
maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun
program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.

. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :

1) Belanja Pegawai

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur
Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas
dan tunjangan hari raya.

b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan
Pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2020.

c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan  bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota
DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan.

e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66  Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
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Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD
disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal
58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan Kkriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud
didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah
ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman
pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan
pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan
pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai
dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas wusulan
Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi,
efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

g} Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

h) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan
lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i} Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020
melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan
kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan
Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan.

¥ v
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J)

Penganggaran  honorarium bagi ASN dan Non ASN
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan  dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja
kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian
honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non
ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan
memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada
pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada
butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
tersebut pada butir 2.a).7).

Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang
hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek
belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN
dan/atau Non ASN.

Penganggaran tunjangan fungsional tenaga kesehatan agar
berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 6 Tahun
2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi,
Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan,
Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian,
Administrator Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat,
Perawat Gigi, Nutrisionis Optisien, Terafis Wicara, Okupasi
Terafis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Teknisi Gigi
dan Teknisi Elektormedis di Wilayah Kabupaten Katingan.

m) Penganggaran tunjangan jabatan fungsional pembimbing

n)

kesehatan kerja dan angka kreditnya agar berpedoman pada
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Katingan dalam upaya meningkatkan
Kinerja aparatur, memberikan Tambahan Penghasilan Aparatur
Sipil Negera berdasarkan Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkunagan
Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana telah dirubah
dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan.

Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan yang berprofesi sebagai
Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, dan Penata Anastesi di RSUD Mas
Amsyar Kasongan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten
Kasongan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur di
berikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (satatis)
dengan kriteria diatur sebagai berikut :

Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun 2020 Page 16

jdih.katingankab.go.id



Penetapan Kecamatan/Kelurahan/Desa Biasa, Terpencil
dan Sangat Terpencil

No Kecamatan Kelurahan/Desa Biasa | Terpencil Sangat‘
Terpencil
1 Katingan Kuala v
1. Kelurahan Pegatan Hilir v
2. Kelurahan Pegatan N
Hulu
3. Kampung Keramat v
4. Kampung Tengah N
5. Kampung Baru N
6. Setia Mulia N
7. Bangun Jaya v
8. Jaya Makmur N
9. Subur Indah N
10. Singam Raya v
11. Sebangau Jaya N
12. Sungai Kaki v
13. Selat Baning J
14. Makmur Utama N
15. Bumi Subur N
16. Bakung Raya v
2 Mendawai v
1. Teluk Sembulu N
2. Mendawai N
3. Mekar Tani N
4. Kampung Melayu N
5. Tewang Kampung N
6. Perigi N
7. Tumbang Bulan v
3 | Kamipang N
1. Gelinggang N
2. Tampelas v
3. Telaga N
4. Perupuk N
5. Keruing N
6. Jahanjang N
7. Tumbang Runen N
8. Baun Bango v
9. Asem Kumbang N
4 | Tasik Payawan N
1. Talingke N
2. Hiyang Bana N
3. Petak bahandang y
4. Handiwung N
5. Tumbang Panggo \
6. Tewang Tampang v
7. Luwuk Kanan v
8. Luwuk Kiri N
5 | Katingan Hilir N ‘/

e /
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No

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Terpencil

Sangat
Terpencil

Tewang Kadamba

Tumbang Liting

Kelurahan Kasongan
Baru

Sl

Kelurahan Kasongan
Lama

Talian Kereng

Banut Kalanaman

Talangkah

® N oo

Hampalait

<.| <]

Tewang Sangalang
Garing

<.

Tewang Beringin

Hampalam

Tewang Rangas

Bangkuang

Terusan Danum

Kelurahan Pendahara

Tumbang Tarusan

Tewang Rangkang

R I A e

Tewang Manyangen

fuey
&)

. Karya Unggang

Pulau Malan

Tewang Papari

Tewang Darayu

=

Buntut Bali

<

Kuluk Bali

<

Manduing Taheta

<

Manduing Lama

Tumbang Banjang

< | <]

Tumbang Lawang

<]

hed I Bl IS I Bl I B o e

Dahian Tunggal

<.

. Tewang Karangan

<

»_,»..
-t O

. Tumbang Tungku

-
N

. Geragu

£ | 2]

ot
w

. Tumbang Tanjung

<

[y
5

. Tura

<,

Katingan Tengah

<

Mirah Kalanaman

Tumbang Lahang

Tewang Panjang

\l

Petak Puti

il Bl B I e

Kelurahan Samba
Danum

Telok

Samba Bakumpai

Samba Katung

o o | o

Samba Kahayan

10. Napu sahur

11. Batu Badinding
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No Kecamatan Kelurahan/Desa Biasa | Terpencil Sangat.
Terpencil
12. Rantau Asem N
13. Tumbang Kalemei N
14. Tumbang Marak v
15. Tumbang Hangei N
16. Tumbang Pariyei N
9 | Sanaman Mantikei N
1. Dehes v
2. Tumbang Labehu v
3. Tumbang Kaman v
4. Tumbang Manggo Vv
5. Kamanto N
6. Kuluk Habuhus N
7. Tumbang Kanei N
8. Tumbang Pangka v
9. Tumbang Taranei v
10. Tumbang Atei N
11. Tumbang Kawei N
12. Daya Manunggal N
13. Rantau Bangkiang v
14. Tumbang Manggara N
10 | Marikit N
1. Tumbang Mandurei N
2. Tumbang Paku
3. Buntut Leleng v
4. Kuluk Leleng N
5. Rangan Surei N
6. Tumbang Hiran N
7. Tumbang Pahanei N
8. Tumbang Dakei v
9. Tumbang Taei N
10. Rangan Burih N
11. Tumbang Malawan N
12. Tumbang Bemban v
13. Tumbang Lambi N
14. Rangan Tangko v
15. Tumbang Tundu N
16. Sabaung v
17. Tumbang Tabulus v
18. Batu Panahan N
11 | Katingan Hulu v
1. Rangan Ranjing N
2. Tumbang Labaning y
3. Batu Bango N
4. Penda Tanggaring Lama N
5. Penda Tanggaring Baru v
6. Tumbang Hangei 11 N
7. Tumbang Jiga v A l\/
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No Kecamatan Kelurahan/Desa Biasa | Terpencil Sangat
Terpencil
8. Kelurahan Thg. v
Sanamang

9. Tumbang Kabayan N
10. Tumbang Mangketai N
11. Tumbang Manangei N
12. Tumbang Sabetung v
13. Tumbang Mahop N
14. Sei Nanjan ~
15. Rantau Bahai N
16. Rantau Puka v
17. Telok Tampang N
18. Tumbang Salaman N
19. Tumbang Kuati N
20. Kuluk Sepangi v
21. Dehes Asem v
22. Rangan Kawit N
23. Kiham Batang N

12 | Petak Malai v
1. Tumbang Baraoi v
2. Tumbang Tangoi N
3. Batu Tukan v
4. Tumbang Jala v
5. Batu Badak v
6. Nusa Kutau v
7. Tumbang Habangoi N

13 | Bukit Raya v
1. Tumbang Katei v
2. Tumbang Dahuei N
3. Rantau Pandan N
4. Tumbang Gaei v
5. Penda Nange N
6. Rangan Rondan Y
7. Rangan Bahekang N
8. Tumbang Kajamei N
9. Tumbang Karuei N
10. Tumbang Batik y
11. Tumbang Kaburai v

o) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan dengan profesi
Dokter Spesialis dan Akuntan diberikan Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Kelangkaan Profesi setiap bulan.

Untuk tenaga Akuntan dipersyaratkan :

- Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai akuntan
dan berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- Memiliki Nomor Register Negara sebagai Akuntan.

p) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan Biaya
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka
jumlahnya dibatasi maksimal sebesar 5% dari target penerimaan
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Penganggaran Biaya
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah hang
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didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam
pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

q) Prosedur dan tata cara pembayaran tunjangan tambahan
penghasilan dan tata cara pembayaran biaya pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana tersebut di atas
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

r} SOPD dapat menganggarkan Tunjangan Kinerja untuk
PNS/CPNS yang  perhitungannya  disesuaikan  dengan
kemampuan keuangan daerah yang besarannya diatur tersendiri
dengan Peraturan Bupati.

Belanja Bunga
Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan
untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman
sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Belanja Subsidi
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu
yvang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil
produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya
terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut
menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan
menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima

subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan

dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus

terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan

pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit

dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan

subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi

kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah

mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD
penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah

kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan

tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang

mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya
secara penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan
dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan
subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
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2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah
kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan
perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
1). Belanja hibah
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan
daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah —memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa
pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik.

Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dilakukan semata-
mata bertujuan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang diberikan kepada instansi vertikal,
KPUD, PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, PKK,KNPI, Karang
Taruna, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, dalam
rangka penerusan hibah dari pusat serta masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan.

a) Pemerintah Kabupaten Katingan memberikan Bantuan Sosial
kepada  kelompok/anggota  masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif, dapat tidak
terus menerus/tidak mengikat, memiliki kejelasan peruntukkan
penggunaannya dan jumliahnya dibatasi dengan melihat
kemampuan keuangan daerah serta mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Katingan kepada
kelompok/anggota masyarakat sifatnya adalah stimulan, maka
alokasinya setiap tahun harus menunjukan angka penurunan,
agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Katingan dapat dialokasikan untuk mendanai program dan
kegiatan pemerintahan daerah yang lebih dapat dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya
serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

c) Bantuan sosial berupa barang yang dianggarkan pada SOPD dan
belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai
dengan akhir tahun anggaran, dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.

d) Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan identitas
yang jelas dan besaran nominal hibah yang diberikan.

e) Penerima Hibah dari pemerintah daerah telah terlebih dahulu
secara spesifik ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

f) Belanja Bantuan Sosial ditujukan kepada  organisasi
kemasyarakatan dan partai politikyang berdomisili dan
beroperasi diwilayah hukum Kabupaten Katingan.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah
desa paling sedikit sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72
ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. %@
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Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun
Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum
direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun
anggaran berikutnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundangan-undangan.

b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah
dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota
harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah
kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening
berkenaan.

c. Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi
daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah
desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku
penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening
berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka
memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan
keuangan.
Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh
peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian
bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.
Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula
antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk,
jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan
dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang
bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja
program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan
keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan
vang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi
bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi
bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah
Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian
obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening
berkenaan.

b. Pemerintah kabupaten Katingan menganggarkan alokasi dana

untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota
Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)
Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratur%?
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah kabupaten Katingan menganggarkan Alokasi Dana Desa
(ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan
keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota
dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK
sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan
lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal
72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten Katingan
belanja bantuan keuangan tersebut diuraikan ke dalam obyek
belanja bantuan keuangan alokasi dana wuntuk desa yang
bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang
bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama
pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai
rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode
rekening berkenaan.

Dalam APBD Pemerintah Kabupaten kabupaten Katinganbelanja
bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku
penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c. Sistem dan  prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah.

d. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari
rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, Pemerintah
Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat
menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

e. Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada desa harus
diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan
keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai

kode rekening berkenaan.
f. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja dan
operasional Majelis Adat Dayak maka mengenai pembiayaannya

diatur sebagai berikut: A//
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1} Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan penghasilan
tetap setiap bulan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah atau Pemerintah Kabupaten Katingan yang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah atau Kabupaten Katingan yang
disalurkan dalam bentuk bantuan keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah atau Kabupaten Katingan.

2) Fungsionaris Lembaga Kedamangan diberikan penghasilan
tetap setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

7} Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

a). bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa,;

b). pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

c). kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

a). kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b). Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c¢) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

d) Pengeluaran  daerah  lainnya vyang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

A. BELANJA LANGSUNG
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan Program

dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 agar diperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

1) Dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, agar
mempedomani/mempertimbangkan standart satuan harga/biaya
dalam lampiran peraturan Bupati ini.

2) Penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi
dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,
kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis.

3) Penganggaran  belanja langsung dituangkan dalam  bentuk
program dan kegiatan, yang manfaat capaian Kkinerjanya dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik dan keperpihakan pemerintah daerah
kepada kepenitingan publik serta mendorong inovasi daerah.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk wurusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan pedoman pada
analisis standar beanja teknis dan harga satuan regional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pac?éa
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setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang

tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan

berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan

Kabupaten Katingan yang telah ditetapkan.

Penganggaran belanja langsung memeperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

a) Bagi SOPD yang sudah mempekerjakan Tenaga Harian
Lepas/Pegawai Tidak Tetap, pembayaran gaji agar mengacu pada
lapiran peraturan ini.

b) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran  honorarium bagi PNSD dan Non  PNSD
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan
dalam rangka mencapai taret kinerja kegiatan dimaksud.
berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi
PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi
nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud
dengan memeperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan
bagi PNSD.

c) Suatu Kkegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam, jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan
rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non
PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam
kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

d) Mengingat beban Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Tenaga
Paramedis pada BLUD Mas Amsyar Kasongan, UPTD Puskesmas
Perawatan di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah,
Puskesmas Perawatan Pagatan I Kecamatan Katingan Kuala dan
UPTD Puskesmas Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir melebihi
beban kerja normal, selain memperoleh Tunjangan Tambahan
Penghasilan juga diberikan insentif on-Call untuk Dokter Spesialis
dan insentif on-Site untuk Dokter Umum dan Tenaga Paramedis.
Sedangkan untuk UPTD Puskesmas perawatan lainnya, insentif
diberikan hanya apabila ada pasien yang di rawat inap. Khusus
untuk UPTD Puskesmas dengan UGD Kereng Pangi, insentif hanya
diberikan apabila ada pasien yang mendapat pertolongan Gawat
Darurat diluar jam Dinas. Selanjutnya untuk ketentuan jadwal yang
bertugas jaga pagi dan malam (on-site} diatur dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan untuk
UPTD Puskesmas Perawatan dan Puskesman dengan UGD serta
Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit untuk BLUD Mas Amsyar
Kasongan.

e) Pengangkatan untuk tenaga ahli DPRD dilakukan atas usulan yang
disampaikan oleh fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan
dengan keputusan Sekretaris DPRD.

f) Besarnya honorarium tenaga ahli mengacu pada lampiran peraturan
ini setelah pekerjaan selesai dan menyampaikan laporan/kajian
secara tertulis atas pelaksanaan program/kegiatan, daftar hadir,
serta kelengkapan administrasi lainnya yang dianggap perlu,
sebagai bahan lampiran administrasi pertanggungjawaban
pelaksanaan kerjasama. /\/
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g) Dalam rangka peningkatan pencapaian target kinerja kegiatan
SOPD dapat menganggarkan Uang lembur dan uang makan lembur
bagi PNSD dan Non PNSD

h) Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh
PNSD dan Non PNSD pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja
sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instanst atau Kantor
Pemerintah.

i) Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNSD dan Non PNSD
vang melakukan Kerja Lembur minimal 2 (dua) Jam penuh,
berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

j) Besaran tarif Uang lembur dan Uang Makan Lembur bagi PNSD dan
Non PNSD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diatur
pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

k) Pemberian Uang Lembur diluar hari kerja dibayar 200% dari Uang
Lembur pada hari kerja.

1) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan yang melaksanakan Kerja Lembur
diberikan Uang Makan Lembur setelah bekerja lembur sekurang-
kurangnya 2 (dua) jam dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

m) Besaran tarif uang lembur dan uang makan lembur bagi Non
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ditetapkan sama dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

n) Penggunaan uang lembur dan uang makan lembur harus atas
persetujuan Bupati Katingan.

o) Tidak diperkenankannya SOPD untuk menganggarkan honorarium
Tim atau yang sejenisnya tanpa persetujuan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Katingan.

p) Dalam Penganggaran kegiatan tidak diperkenankan diuraikan
hanya ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium
dan rincian objek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.

q) Petugas Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Sopir, Petugas
Jaga malam/Satpam dan Petugas Kebersihan (Cleaning Service)
pada tempat wisata lainnya, tidak diperkenankan untuk diberikan
Uang Lembur namun dapat diberikan insentif sebagai kompensasi
kelebihan jam kerja dan resiko kerja.

r) Petugas Satpol PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Petugas Lampu
Penerangan Jalan (LPJU), Sopir, Petugas Jaga Malam/Satpam dan
Petugas Kebersihan (Cleaning Service) pada tempat wisata lainnya
diberikan insentif.

4) Belanja Barang dan Jasa

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi
SOPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.

b) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam
kegiatan yang besarannya mengacu dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

c} Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah
dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-
undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak teta}%,
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pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan
oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran uang untuk diberikan  kepada  pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode
rekening berkenaan.

f) Penganggaran uang untuk penanganan dampak
sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian uang kepada masyarakat yang terkena

dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah
milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional,
sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018
tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam
Rangka Penyediaan Tanah  untuk Pembangunan Nasional
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018
tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

g) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa
tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal
49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

h) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, jumlah pegawal dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

1} Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa
pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam
rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SOPD yang secara fungsional terkait
sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan dilaksanakan di dalam negeri dengan tetap
memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah Setempat/Rumah
Sakit Umum di Provinsi dan Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

j) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan
pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan medical
check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tid%g/ ‘ A/""
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termasuk istri dan anak dalam rangka pemeliharaan kesehatan
dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SOPD yang secara fungsional terkait sebagaimana Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan dilaksanakan di
dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum
Daerah Setempat/Rumah Sakit Umum di Provinsi dan Rumah
Sakit Umum Pusat terdekat.

k) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage,
Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan
Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan
jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor
101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan
kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

1) Penganggaran pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada
masing-masing SOPD sesual amanat pasal 6 ayat (3) Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan
masing-masing peraturan daerah.

m) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan yang didasarkan atas wusulan tertulis calon
penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298
ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang
akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun
anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah  seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap
diserahkan.

n) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam
RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis
belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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o)

Pengangaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan
kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri
maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif,
frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan
target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan subtastansi kebijakan pemetrintah daerah. Hasil
kunjungan kerja dan sturdi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang-undangan, khusus penganggaran perjalanan dinas
luar negeri berpedoman pada instruksi Presiden Nomor 11 Tahun

2005 tentang Perjalan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalan

Dinas Ke Luar Negeri Bagi aparatur Sipil Negara Kemeterian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

daerah, penganggran  belanja perjanan dinas harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau
lumsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sewa kendaran dalam kota di bayarkan sesuai dengan biaya
riil, komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan
untuk Bupati/Wakil Bupati, Penjabat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan
dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

2. Biaya Trasnpotasi dibayarkan sesuaikan dengan biaya riil.

3. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam
hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan Fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen)dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai
dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan
secara lumsum.

4. Uang harian dan uang representasi di bayarkan secara
lumsum, standar satuan uang harian perjalanan dinas,
besarannya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk
kebutuhan trasportasi, lokal uvang makan dan uang saku di
daerah tujuan.

Penyediaan  Anggaran  untuk  perjalanan dinas yang

mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja

perjalanan dinas, tata cara penganggaran perjalanan dinas di

maksud mengacu pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 2

Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam

Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Katingan

Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Katingan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan

Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Katingan

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan

pengembanagan sumber daya manusia bagi :

1. Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah

2. Pimpinan dan anggota DPRD

3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
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Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal
terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi,
warkshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya diluar daerah
dapat dilakukan secara selektif dengan memperhtikan asfek
urgensi, kualitas  penyelenggaraan, muatan  substansi,
kompentensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efesiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib
anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

Penganggaran untuk penyelenggaran kegiatan rapat, pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, warkshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainya diprioritaskan untuk
menggunakan fasilitas aset daerah,seperti ruang rapat atau aula
yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan
mempedomani Peratuaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat diluar Kantor Dalam
Rangka Peningkatan Efesiensi dan Efektifitas Kerja Apratur.
Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang,sebagaiman dimaksud dalam pasal 46 ayat
(1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan
barang milik daerah.

Belanja kepada pihak ketiga/masyarakat berupa Belanja
bantuan sosial barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan,
yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek
belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian objek belanja
bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat, berkenaan pada SOPD.

Penganggaran jasa konsultansi yang melekat pada belanja
barang dan jasa yang sifatnya dapat menambah aset tidak
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, dapat dikapitalisasi kedalam LRA dan selanjutnya masuk
penambahan nilai aset tidak berwujud.

Belanja Pemeliharaan yvang pengeluarannya tersebut
mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas,
kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dapat dimasukan ke
belanja modal.

Pengeluaran pada belanja pemeliharaan tersebut memenuhi
batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Belanja Modal

a)

b)

Perangkat Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal
pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan
ekonomi daerah.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai
dengan kemampauan keuangan dan kebutuha%’
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daerahberdasarkan prinsip efisiensi,efektif, transparan dan
terbuka,bersaing,adil dan akuntabeldengan mengutamakan
produk-produk dalam negeri dengan berpedoman standar harga
barang yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Khusus untuk penganggaran
pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomi
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.

¢) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang
inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan
masing-masing SOPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan
anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian
terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi
kondisi maupun umur ekonomisnya.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang
Bersumber Dari APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016.

e) Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset
tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat
dan kapasitas.

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi
aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

f) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud dan tidak
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan.

g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap
(biaya rehabilitasi/ronovasi) sepanjang memenuhi nilai batas
minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold) dan
memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat
konomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan
kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

h) Penganggaran belanja modal harus dilakukan secara
selektif/melalui kajian yang cermat dengan memperhatikan data
barang inventaris yang sudah ada sebelumnya, antara lain :

1. Komputer/Note Book/Server dan Perangkatnya, misal: CPU,
monitor, stabilizer/UPS, Scanner, Printer, keyboard, harddisk

eksternal;
2. Kamera/handycam, CD/VCD/DVD;
3. OHP/LCD Proyektor;
4. Sound system; % /\/
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i)

k)

5. Mesin Genset, Mesin Pemotong Rumput, Mesin Cuci;

6. TV, Kulkas, Dispenser, Vacum cleaner

Penganggaran belanja modal seperti komputer, laptop, mesin tik,

infokus, dan lain-lain yang bersifat peralatan kantor, tidak

diperkenankan dianggarkan pada kegiatan yang nomenklatur

kode rekening dan indikator kinerja kegiatannya bukan untuk

menampung pengadaan peralatan kantor. Penganggaran belanja

modal yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

SOPD sebagaimana tersebut di atas dianggarkan pada

Sekretariat SOPD, yaitu pada kegiatan Pengadaan Peralatan

Kantor.

Biaya perolehan suatu aset tetap tertentu terdiri dari harga

belinya atau kontruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat

didistribusikan secara langsung seperti :

1. Biaya persiapan tempat,

2. Biaya Pengiriman Awal (initial delivery) dan biaya simpan dan
bongkar muat (handling cost);

3. Biaya Pemasangan (installation cost);

4. Biaya professional, seperti arsitek dan insinyur;

5. Biaya Konstruksi;

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan

dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,

serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap

digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan

bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi

harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya

pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

m) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan

n)

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi,
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai
siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya (misalnya biaya
administrasi lelang) bukan merupakan suatu komponen biaya
aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat di distribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset
ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up
cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara
swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti
aset yang dibeli.

Kejadian setelah aset tetap diperoleh, meliputi pemeliharaan,
perbaikan, penambahan, pembangunan dan pengantian utama.

Terkait dengan itu, terhadap aset tetap yang sudah diperoleh,
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dan adanya penganggaran baru pada aset tersebut, akan

mengakibatkan :

1. Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan
untuk memperoleh kondisi kerja yang baik dari sebuah aset
tetap (misalnya pemeliharaan rutin secara priodik) dan
sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau
menambah umur ekonomi aset. Biaya pemeliharaan tersebut
tidak termasuk belanja modal.

2. Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas
atau diperbesar. Biaya penambahan tersebut termasuk
belanja modal.

3. Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena
meningkatnya manfaat aset tersebut. Pengembangan tersebut
diharapkan akan memperpanjang usia manfaat dan
meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau
menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya
pengembangan tersebut termasuk belanja modal.

4. Pengantian utama adalah memperbaharui bagian utama aset
tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya pengantian utama
tersebut termasuk belanja modal.

r) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran
yvang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap
yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan
daerah, dan batas minimal kapitalisasi.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut

adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud
dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan

PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar

Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak

Berwujud Berbasis Akrual.

6. Surplus/Defisit APBD

Serplus atau depisit APBD adalah selisih antara anggaran

pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk
pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
penyetaraan modal (investasi) daerah, pembentukan dana
cadangan, dan/atu pemberian pinjaman kepada pemerintah
daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut
diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SOPD yang secara fungsional
terkait dengan tugasnya melakukan program dan kegiatan
tersebut.

b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah Kabupaten
Katingan menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnnya., pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesua1
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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c) Dalam hal pemeriintah daerah melakukan pinjaman daerah,
maka pemerintah Kabupaten Katingan wajib mempedomi
penetapan batas maksimal jumlah komulatif pinjaman daerah
vang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

C. PEMBIAYAAN DAERAH
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan pekiraan
realisasi Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari
kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020
yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang
direncanakan.

b) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu
merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan
belanja yang dalam APBD Tahun Anggaran yang telah ditutup;

¢) Jumlah pasti Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun
lalu baru dapat dianggarkan pada Perubahan APBD
berdasarkan SiLPA tahun 2019 yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD tahun 2020.

d) Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun lalu mencakup sisa
dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga
yvang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan
daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum
terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Kebijakan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan
Modal (Investasi) Pemerintah Daerah digunakan untuk
menganggarkan sejumlah dana yang akan
diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama
dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau
BUMD. Dalam Tahun Anggaran 2020, penyertaan modal
(investasi) Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah yang
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal
pemerintah daerah dengan pihak ketiga atau sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang
pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD berkenaan.

b) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah
Kabupaten Katingan dapat menganggarkan investasi jangka
panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun
pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis
investasi Pemerintah Daerah, objek dana bergulir dan rincian
objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

c¢) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Katingan pada
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha
Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang
akan disertakan diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal.

d) Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dapat menambah
modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan
penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMDL{
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untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD
dapat berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk
BUMD sektor Perbankan. guna memenuhi Capital Adequancy
Ratio (CAR) sebagaimana dipersyvaratkan oleh Bank Indonesia.
e} Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Daerah
harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Dana Cadangan, program dan kegiatan vang
akan dibiavai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun

lanacadangan vang harus dianggarkan yang ditransfer ke
rekening dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran
dana cadangan.

Sisa Lembih Pembiavaan Tahun Berjalan (S1LPA]

Dalam hal ini masih terdapat program dan kegiatan vang

dibutuhkan, serta target atau sasaran vang belum terpenuhi,

Pemerintah Daerah agar menghindari terjadinva dana vang

menganggur (ldle Money), dalam bentuk Sisa Lebih Pembiavaan

Tahun Berjalan dalam APBD.

w

D, HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Dalam  menvusun  RKA-SOPD  Tahun  Anggaran 2020, selain

memperhatikan  kebyakan dan  teknis penvusunan APBD,  juga

memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pernerintah Kabupaten Katingan secara konsisten dan
berkesinambungan  harus  mengalokasikan  anggaran  fungsi
pendidikan sekurang-kurangnva 20% [dua puluh persen) dari betanja
daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 avat (1} Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan Pasal 81 avat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan.

2. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Katingan secara Kkonsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi penguatan
pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnva 0,75% (nol koma
tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah, sesuai amanat Pasal 14
avat (2} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten
Katingan  secara  konsisten dan  berkesinambungan  harus
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepululh per
seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171
avart (2} Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penggunaan dana transfer umum vang terdiri dart DAU dan DBH vang
bersifat  umum., diarahkan  penggunaannva  untuk  belanja
infrastruktur daerah vang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelavanan publik dan ekonomi dalam rangka
meningkatkan kesempatan Kkerja, mengurangi kemiskinan., dan
mengurangi kesenjangan penvediaan lavanan publik antar daerah
vang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan. Selain itu, DAU Tambahan merupakan dana dukungan
untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi Kkewajiban
penganggaran bagi kelurahan. Besaran belanja Infrastruktur daerah
dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan
setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur A/
seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan

(%)

+
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ang mempunval fungs: utama pelavanan admmistrani dan kendaraan

Iy

3. upaten
?a}—i
Bermot«

b. raerah dalam pengadaan barang/iasa
mengutamakan penggunaan prod mi\%z dalam negeri guna memberikan
kontribust dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri
sebagairmmana maksud Peraturan  Presiden Nomor 1o Tahun

t Ba

2018 tentang Pengadaan
meniamin terial

vang/Jasa “’{:men tah. Dalam rangka
sananva program pembangunan dan preservasi jalan
1 ;s

untuk meningkatkan kualitas dan mnghau 1N pelavanan  Jalan
diperlukan upava secara konsisten untuk mendorong kemandirian

imana mak%uﬁ F’nizam;fan

» Aspal  Buton
Pembangunan dan emerintah Daerah dal
pembangunan  dan/atau  pemeliharaan  jalan  mengutamakan
pemanfaatan hasil prodm)s aspal dari Buton dengan memperhatikan
standar teknis vang ditetapkan oleh icmerﬂteman/ic“ raga terkait.

/. Penganggaran Retribusi Penggantian Biava Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akra Catatan Sipii tidak  diperkenankan umui‘:
dianggarkan dalam APBL Tahuﬁ Anggaran 2020 sesual dengan
ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2@’313
tentang Perubahan atas Undang- U ndang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi  Ke ;m’:dwi ukan vang menegaskan bahwa
pwz urusan dan ‘ﬁfnﬂ% itan dokumen Kk *’)end idukan tidak dipungut
bm T’erhadap program dan kegilatan administrasi »eﬂen(%uuka‘

Qsi‘*g?:‘i mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2+

vang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APE
e sal
Tahun 2013 tentang Perubahan atas «/Elddrig ndang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administras! Kependudukan dan Uz idang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang ‘T’efnemma han Daerah. Adapun

Kewenangan Kabupaten/Kota s bagaimana diatur dalam Pasal 7
Undang- Undang Nomor 24 Tal 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan Undang- Undang Nomor 23 . }
Pemerintahan Daerah. meliputt:

a. koordinasi mm\‘eéangga}“aam :ﬁsc%mmist;a 51 ke
b. tm“! ntul i

i
-~ T e tgndrams gy m T en e =~
s pc;u;:ﬁuudl’l LeKIsS ;J{"‘hj\ Ltfl*zggclidc.ﬁ z&dmi‘il 181
sini de i = 11 Pe i
sesual dengan ketentuan Peratu

POty

pembinaan  dan  soslalisasi

kependudukan

e, pe;aksaﬂaar kegiatan  pelavanan  masyvarakat di  bidang
Administrasi kependudukan

f. penugasan kepada desa untuk menvelenggarakan A

arusan  Administrast Kependudukan berdasarkan asas  tugas

Py

. ﬂem(mf atan dan penvajlan Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota  berasal darn  Data  Kependudukan  vang
elah dikonsohidasikan dan dibersithkan oleh Kementerian vang
bertauggun g jawab dalam urusan pemerintahan dalam negen A’
ég !/

yvusunan Anggaran Tahun 2020 Page %sk
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h. koordinasi pengawasan atas penvelenggaraan Administrasi
kependudukan.

1. penvusunan profil kependudukan kabupaten
: T

Pendapatan {%cma kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah vang
beium mener '%phdﬂ BLUD. dianggarkan '{}“da akun Pendapaian
1 £

celompok PAD, jenis Lain-lamn D Yang Sal obye‘k‘ Dana kapitas:
. A
4

JKN pada ’"“KTD% rincian Ji}ﬂ«" L,ama Kd‘gz ast JhN pada masing-
masing FKTP dengan mempedom Peraturan Presiden Nomor
32 Tah un 20;4 tentang Pengelolaan dan Pemaniaatan Dana
K ' Kesehatan Nasional pada H\T' Milik Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri ua?am Negeri Nomor 900,/2280/5J
tanggal 5 Mei 2014 Hal Petuniuk Teknis Penganggaran

' {iazz Penatausahaan serta
Pert n Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
I3 tah Daerah.
Be itu, bel bersumber
Kesehatan Nasional 1 Fasilitas
g

{E??u P} Milik Pemervintah I :e‘;ai'; vang

mpedomani Peraturan Presiden Nomor 3. ’Tamm
;. Pengelolaan  dan i Dana  Kapitasi
Nasional, Peraturan ‘% eri Kesehatan Nomor
2016 tentang Penggunaan L apitasi Jaminan atant N
Untuk Jasa Pelayvanan Kesehatan dan Dukungan g Opﬁ’i?ﬁﬁ
P Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerinta

an Mentert Dalam Negen Nomor 900/2280/5J ??ﬂogd 5

o
Soncen

Dalam hal dana kapitas: tidak digunakan seluruhnva pada tahun
anggaran sebelumnva, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun
an berikutnya dan penggunaannyva tetap memped{)mam
Menteri  Kesehatan Nomor 21  Tahun 2016  dan
Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/ 2280

an
/SdJ tanggal 5 Mei 2014,
hetentuan penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningka iaz;
kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkunga
sosial,  sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pez'nbeaama&s
uararg kena cukail palsu (cukai illegal}l sesuail dengan amanar dalan
Pasal 66C Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 '{eﬂt«mg Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal dan
Peraturan E‘v’lem,erz Keuangan vang dijabarkan dengan keputusan
ubernu

]

} ngga{ndﬁ DBH-Dana Reboisasi ditwjukan untuk mendanail kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan
dengan berpedom ?w ? Pemerintah Nomor

m"’i::aa“zm'a tidak sesuair  dengan petunjuk  teknis  tahun
r1aan,  Pemerintah Daerah  melakukan penvesuaian atas
inaan  dana  transfer 1mn dk %ud denﬁa*‘; ‘zer%@?‘”)i‘?‘“ﬂ da Tl
i1 perubahan Pe b

I

hun Anggaran 20.2( df*”svf’«w T)“ﬁ uez‘ﬁan uan kepa da U‘;Tpl nan

ks

tuk selanjutnyva dituangkan dalam peraturan daerah ten mn%‘/

jdih.katingankab.go.id X‘



nembcwaﬂ A,F"‘“‘_}i’) Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA
bag 5 i tidak melakukan perubahan APBD
Ta

ia

12 P Qaﬁg?aran dan belanja DAKN Fisik Tahun Anggaran 2020
berpedoman kepada petunjuk teknis DAK Fisik atau petunjuk
ope ;‘asw}na! yang ditetapkan oleh mMasing-i ing
Kementerian/Lembaga terkait, sesual Pasal 60 Peraturan Pemerintah
Nomor 55 T d_hm 2005 tentang Dana Perimbangan.

13. Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD TA 2020
tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK vang telah
dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dart K/L, maka Pemerintah
Daerah melakukan penvesuaian atas penetapan pagu  alokasi
berdasarkan RK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan
j{)E’*‘“i’;b?%ﬁz%ﬂ Peraturan Kepala Daerah tentang Pen}ab&mﬂ APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. untuk
selanjutnva dituangkan dalam peraturan daerah tentang g
APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam
Pemerintah Daerah vang tidak melakukan perubahan Al
Anggaran 2020

14, Dalam hal > , remiliki
dianggarkan kembali pada bidang/: Adcmw DAK Nonfl
dalam APBD ‘ sesuai
peraturan Perindang-unds Hutnyva,
daerah tentang APB in Angga an 2020 rma% dite
terdapat sisa DAK N’:mhs;j‘{ vang mwru{“‘ma;- bfgja‘n SiLPA
dianggarkan kembali pada b ‘zg,‘subb‘iaar‘zg DAK Nonfisik vang sama
dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebth dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penéabamn

aru
3D Tahun f»ﬁgw ran 2020 dengan pemberitahiuan kepada Pimpinan
DPRD, un selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
perubahan AP B) Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA
A F Daerah vang tidak melakukan Perubahan APBD
1 2020,
15, Pemerintah EJ&@I fﬁ dapat menggunakan paling banvak 5% dari alokasi
v fisik untuk mendanai keglatan penunjang jﬁ“l? berhubungan
angsung dengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7
avat (3} Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 20”3 tentang Petunjuk
Teknis DAK Fisik, dengan rincian pe*nrmunaun mengacu kKetentuan

Pasal 7 avat (4} Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan
petunjuk operasional vang thi’:‘f‘ii'@}k&ﬂ oleh Kementernan/Lembaga
terkait.

16. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling

persen) dari alokasi DAK < mendanal
vang berhubungan langsung dengan keglatan
i

ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Dalam penvelenggaraan peﬁﬂ angunan vang melbibatkan beberapa
daerah untuk peningkatan pelavanan kepada masvarakat secara lebih
efeltif dan efisienn, Pemerintah ;”frak dapat menvusun program dan
kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Ta}’uq 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah. Apabila pemerintah

daerah membentuk badan Kerjasama maka masing-masing pemerintah

daerah menganggarkan dalam APBD dalam bentuk be;aﬁ‘;u rié‘fbah
kepada badan kerjasama.

Untuk meningkatkan efektifitas penvusunan anggaran BOS Tahun

Anggaran 2020, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwa mmér A/

f—
e
(P

fen o)
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Pedoman Penyvusunan Anggaran Tahun 2020
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BOS vang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penvelenggaraan
satuan pendidikan dasar. satuan pendidikan khusus., dan satuan
hidil menengah sebagal pt‘fxaﬁsanaan program wajib belajar.

2 BOS vang bersumber darn APBD, penganggarannva dalam
bentuk program dan keg 1.
19. Perubahan alokasi n‘an' 303 pada Satdikdas Negeri t :
kabupaten/kota. %atd egerl dan Satdiksus Negeri pada
Provi rws; Tahun Anggaran a{’)zf‘ ber ia sarkan penvaluran dana

esual cut off Data DL)}\OR Pendidikan (DAPODIK] pada Tahun Anggarar
20, dilakukan penvesuaian vaitu:
dalam hal penvaluran Dana BOS melebihi atau kurang dari pagu
alokasi Dana BOS per Saruan Pendidikan, maka Pemerintah
Daerah "Qemfesuaikan alokasi Dana BOS dengan cara terlebih
ten

ed

172
~
iy L

i v
=

oty
ad

dahulu melakukan @ﬁ“ubaha'*“ peraturan kepala daerah tentang
Peﬂabaran Perubahan Al ’BD Tahun ﬁnggaran 2020. dan

pemberitahuan kepada Pimpiman DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisas: Aﬁé.,é)ﬁd an; dan/atau
bt dalam hal penvaluran Dana BOS melebihi atau kurang dan pagu
alokasi Da a b‘(}b per Satuan Pendidikan vang telah dicantumkan
dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, maka pﬁ‘iﬂf’}”lﬂf‘"‘
Daerah mensy fﬂw‘aaékai"z alokasi Dana BOS dengan cara terlebih
aia?“ lu melakukan pe mbaﬁaﬁ peraturan kepala daera%"; tentang
; baran Perubaha APBD  Tahun %nggd 2020, dan
itahuan Aer;a(h Pimpinan DPRD sel wau,mj;a disampaikan
Laporan Realisasi Anggaran.

20. an sisa Dana BOS tahun-tahun sebelummnya vang rt,as,h
Qerudd hada rekening Dana BOS pada Satdikdas Negeri, Satdikmen
Negeri dan Satdiksus Negeri, menambah pagu alokasi dana BOS pada

T -

Satdi"{f?a&; Negeri, Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri Tahun

anggaran 20 ;’U

21 P‘fm@a atar tas pengembalian DAK Non Fisik vang merupakan
korelsi ;‘3@;}1%&& aran, dicatat sebagai Lain-lain PAD vang Sah dan
’Eiig}eieméa};an sesual (‘ﬁga 1 St “ﬁbﬁ‘ d ananya dan  ketentuan

penggunaannya, valtu unty
pada t dhuzs dikembalika ‘i}’a

22, Belanja Bantuan f?pera siona g caraan Pendidikan Anak Usia
Dini {BOP PAUD} yvang bersurmr be; dan DAK Tahun Anggaran 2019
dianggarkan pada APBD dalam bentuk p*og am  dan  keglats
sedangkan BOP PAUD vang diselenggarakan oleh ma pa akat (swasta)
dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 daI am bentulk hmmi

23,  Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOW) dan Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKE), Peningkatan Kapasitas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PKZUK ‘\i} dar Dana Pelavanan
Administrasi E’Ppené&.&c ukan vang bersumber dari DAK, dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan.

Program kegia ?a" vang dibiavar dar dana transfer dan sudah jelas
peruntukannva seperti Dana L)as"w“m. L}?na Bencana Alam. DAK dan

[N
o

bantuan Keuangan vang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan
dalam keadaan darurat dahfdew mendesak lainnva, vang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat

dilaksanakan mend a:} uim penetapan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD dengan cara:
a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pir
b. Menyvusun RKA-SOPD dan mengesahkan DPA-S0PD sebagail dasar
peia‘;«;sanaaﬁ kkegiatan. gg

jdih.katingankab.go.id"(



aiam J‘\f"i( uran Daerah tentang iez"ubahazz X’FBD

atau Laporan Realisasi Anggaran, apabi

daerah teiah m eﬂeuzpi\aﬂ Peruba}‘lan APBD atau tidak mel fumi« an
perubahan APBD.

25. Belanja Tidak Terduga vang fiigfuarmka'n untuk mfndana% tanggap
darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta
kebutuhan mendesak lainnva. dilakukan denb cara :
al Kepala Daerah menetapkan kegiatan vang akan didanal

belania tidak terduga dengan keputusan hepala Daera
diberitahukan kepada DPRD g‘»aimé lama 1 bulan terhitun
keputusan dimaksud ditetapkan

b ..i%t:a.:a: dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, Pimpinan
mstansi/lembaga  vang  akan  bertanggungjawab  terhadap

nt’iaksfmaaﬂ kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
c) Kepala Daerah dapatr mengambil kebijakan percepatan penca
dana ‘f;rl:@"ﬁja tidak terduga untuk mendanal penanganan ‘-‘:anggzp

darurat vang mekanisme pemberian dan pertanggun gaa vabannva
i%amf dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud
pasal 134 avat (4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

/ diubah beberapa kali terakhir
am Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
uar tan gv p da;ura vang didanai melalul belanja

*
L
anggaran dari belanja tidak

Pahun 2006, se*bag:;im ana

berdasarkan \;a;}atan fung

Kf’f’i: araan Dinas/Kendaraan Jabatan
nd? va boleh di"i@;k%a nakan oleh  Badan

~Lang Aset Daerah Kabupaten Katingan. Dalam hal
HU, 3 di lingkung Pemerintah mabup aten Ratingan membutuhkan
penambahan Kendaraan Dinas/Kendaraan J a.ba“aﬁ /Kendaraan
Ope T&‘):(‘*ﬂd SOPD dimaksud ha"us meng aukem permohonan kepada
Bupat: Katingan untuk kemudian diaksanakan oleh R iﬂm PE“"OH olaan

Keuangan s}ar Aset Daefah Kabupaten Katingan.

29. Penganggaran belanja alat tulis kaﬂtor. helanja perjalanan dinas dan
belarnija modal pengadaan komputer/PC Dekstop/Note Book dipusatkan
di bagian umum masing-masing SOPD dmngkun gan Pemerintah
kabupaten Katingan harus dilaksanakan pada Program Pelavanan
Administras:  Perkantoran  masing-masing  satuan kerja. Sub

Bagian 'B dang/Seksi lainnva pada SOPD tidak diperkenankan untuk
mengangegal %qa'n belanja-belanja dimaksud pada program dan kegiatan
? nnva .ierzgaﬁ pengecualian sebagai berikut .
aj; Belanja pengadaan ‘;(mgimsan PC/Note Book/Server diperbolehkan
melekat pada masing-masing Bagian di  Sekretariat  Daerah
Eiabup@ en lxatmga
b Belania Tulls Kantor untuk ULP/LPSE
1p“=rbfff>m« an *ﬂ@‘m\dz pade ang Administrast Pembangunan di
‘ h Kabu Katingan
c) aan Pi vang mendukung pelaksanaan
bolehka kat pada kegiatan masing-masin
al pegaim an dinas pada kegiatan pengawasan di mswehtmgg A/

mmwww;mmywmmWmmmmwmwﬁ%mnxwxmmnw;gﬁmmﬁ‘mmmmm%wmxwmwwmm
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Pedoman Per

D
. RSUD Mas Amsvar vang telah
A

. Dalam penvusu

. Bagi SOPI

Kabupaten Katingan di pfﬂ‘f)ewamm melekat ps

lanan dinas pada Sekretan

}{atingai‘e ’i{r 1SUs Pxﬂqp’ﬁé‘ﬂ (J’r:iﬂ. Anggota DPI
jiperbolehkan melekat pada i

o1 {.«Aango(eran ’36 anja Cetak

masing-masing kegiatan dalan

\Ean tidak diperkenankan peng

e

Bela

3
i

i}

engganaaan,

aj Penvusunan RKA dalam 1&5{.} men
o

an Anggaran (RBA}.
b} Tahapan dan jadwal proses pervusunan REKA/RBA., mengikut
tahapan dan jadwal proses penvusunan APBD.

sunan anggaran untuk biava Kontruksi, perencanaan
dan pengawasan Fisik a mempedomani Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor | 45/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Teknis

Jedn

Pengs I;{garaﬂ Fisik untuk Kecamatan diperbolehkan dianggarkan
pada REA-DPA Kec camatan.
Penvediaan BBM untuk Pertalite/ Peﬂ;am ax/Pertamax Turbo/Pertamax

Dex kendaraan Dinas Kecamatan Penganggarannva dépeﬂi)@}{fﬂian
untuk menvesuaikan harga BEBM ‘;ﬁTE"T}p"f

. Penganggaran belanja langsung Untuk SOPD  vang memiliki

L.

I/ Penvuluh  KB/Staf Ahli sesuar dengan tugas pokok dan
fungsinya.
User/Operator SIM pada SKPD dapat ditetapkan sesuai dengan
kebutuhan sistem

User/Operator SIMDA dan SIMPEG/EPUPNS Pada Sekretariat Dﬂemh
Dinas Pendidikan dan L)ina:, Kesehatan dapat dit
orang User/Operator.

Honorarium Tenaga Honorer dan Tenaga Harian Lepas untuk ter "ifuj\k
ﬁd‘"ﬁlﬂ?‘;ffx%i perkantoran dan petugas ke her%fz an  perkantoran
n sesual hari kerja dan masuk kerja vang bersangkutan.

o
[${e]
o
w
b
n
o
g
7 -
ja¥}
=
=
3
Ay
lt
o

P B SRR S
dibavarka
uf:mm”“f dan Tenaga iiqr’ﬂri Lepas untuk
Agm /Satpam. Pe * PP dan

AN
5y e 1, H e /0 siilean
untuk Pl hkan/diusulkan
. .
Badan Kepe ¥yl

nas pada ftahun

Q)
7
m‘
B ]
=
i)

sebelumnva {n-1) maka t'id?fs ’;‘p(““k@*ia ikcm i?’{f pc gA garanva pada

40

tahun 2020.

pada Perangkat Dam‘ah agar
melekat pada kegiatan,
rektorat Kabupaten C‘apat

aran Tahun (;20 Page:

\ /1
nvuasunan Angg 043
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45. Dalam hal penyediaan makan minum harian pegawai SOPD
diperkenankan untuk menganggarkan dengan mengacu pada
peraturan bupati katingan.

46. Dalam hal penggadaan tanah untuk kepentingan umum dapat
dianggarkan pada masing-masing SOPD dengan luasan dibawah 5 Ha
(skala kecil).

47. Besaran Tarif/Honorarium dalam Lampiran peraturan bupati ini
merupakan batas maksimum/tertinggi dalam penyusunan anggaran
Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian penganggaran tarif yang
lebih kecil dari ketentuan peraturan bupati ini diperkenankan
menyesuaiakan dengan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI KATINGAN,

/

Pedoman Penyusunan Anggaran Tahun 2020 Page 45
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DAFTAR |

URAIAN

SATUAN HARGA

‘Bé’ianja Penerimaan Lainoya Pimpinan dan Anggota DPRD dan
‘Anggota DPRD serta KDH/Wakii KDH

INSENTIF On-Call dan On-Site MALAM ASN YANG BERTUGAS
'SECARA SHIFT DI RSUD
'HARI KERJA
Dokter Spesialis/Dokter Spesinlis PTT /Kontrak t j

AT iA

|
il
{
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URAIAN

?‘Perawat; Bidan /Petugas Laboratorium/Radiclogi/
Apoteker,/Gizi/Kasir/Petugas Server IGD
Serta ASN Laamnya yang bertugas secara Shift di RSUD

AP CY N np =0y
QOrang/Shlt Rp 50,000
; Y N
T Orang/Shift | Kp
i vx(:kl-\)

HARI LIBUR
Dokter Spesialis/Dokter Spesialis PTT/Kontrak

Ty Ol ok ol /7 Jam
r-aYaTs
Y Ko 75,000
On-Call Smf:; 6 Jam < >

On-Call majlam/ 11 jam
Dokter Umum/Gigi/PTT/Kontrak

On-Stte pagi/7 Jam Kp 75,000
On-3Bite Sore/6 Jam p 50,000
On-Site malam/ 11 jam Orang/Shift Kp 75.000
Perawat/Bidan/Petugas Laboratorium/Radiologi/

Apotik,/Gizi/Kasir/petugas Satpam/Petugas Server IGD

Serta ASN Laainnya vang bertugas secara Shift di RSUD

On-Site pagi/7 Jam Orang/Shift Rp 40,000
Oni-Site Bore /6 Jam Orang/Shitt | Rp 40,000
On-Site malam /11 jam Grang/ Shift Rp 30,000

INSENTIF ON-81
HARI KERJA

TE MALAM PEGAWAI HARIAN LEPAS Dl RSUD ;

Omn-Site Sore/6 Jam Orang/Shitt | Rp 25,000
On-Site malam/ 11 jam Orang/ s Ep 35,000
HARI LIBUR
On-Site pagt/7 Jam Orang/Shift Rp 24,000
On-Site Sore/6 Jam Rp 26,000 |
Un-Site malam/ 11 jam Rp 45.000
T HONOR/
ANAK {KLA}
OB Rp 2.500.000
Instrulctur Guru PAU ngelola APE Taman Layvak Anak/Pengelola /
Laboratorium Bahasa fs’-u basis komputer Taman Layvak Anak
|
HONORARIUM TIM KOORDINATOR FORUM KOORDINASI PIMPINAN |
DAERAH
Roordinator OB Rp
etua Tim Pendukung OB Rp
OB I Ry 4 300,000
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS/CPNSD BERDASARKAN
KELANGEKAAN PROFESI
. w Penvalkit Dajam OB Rpo 35,000,000
T, Patologi Klinis, OB Rep 30,000,000
Keidwaan dan Deliter Spesialis Lair
1= n 3.000.000

Pedoman Penyusunon APBD Tohun 2620

jdih.katingankab.go.id



| URAIAN SATUAN | wWARGA |

'HONORARIUM NON PNS

'HONORARIUM TENAGA HONORER DAN UPAH TENAGA

'HARIAN LEPAS/KONTRAK, S HARI KALENDER

Sekojah Dasar atau Scderaj O | Rp 82,000

] h Menengah Per OF 55,000
an Menengah Atas/Se OH Ry 87000

;'{'is'p}()ma Jinloma I/ Sariana Muda/sederajat OH N GG 000

‘Sariana strat OH Fn a5 000

[ Sariana strab OH Rn 07,000

HONORARIUM NON PNS i

HONORARIUM TENAGA HONORER DAN UPAH TENAGA !

HARIAN LEPAS/KONTRAK, SESUAI HARI KALENDER -

Sekolah Dasar atau Sederajal OH Ep 67 000
clkolah Menenga OH Ko 63,000
ekolah Menen O R 70,000

Diploma [/ Innioma UH 540 "2 uUC

Se OFl Hn ; 1

Sar O Rp 530,000

;

{INSENTIF/TAMBAHAN MASA XERJA TENAGA HONORER

Masa kerja Sampat dengan 6 Tahun ke atas OB R 150,000

Masa kerja Sampai dengan 4 Tahun ke atas OB Ko G000

HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS JAGA |

Of Ry 63,000

MALAM/SATPAM ' o 2,000

!

INSENTIF SOPIR/MOTORIS O Rp 350.000 1

INSENTIF TENAGA HARIAN LEPAS PETUGAS SATPOL PP,

PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PETUGAS JAGA G Ep 250,000

MALAM/SATPAM (

INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE

: 13 200,000

\PADA TEMPAT WISATA LAINNYA ’ P ve000

INSENTIF PETUCAS PETUCAS LAMPI PENERANGAN JALAN

LRI OB Kp 700,000

i

Honorarium /Upah Tenaga Harian Lepas Kesehatan

Biasa OH Rp 57,000

Terpencil OFH Kp 90,000

Sangat Terpencil (O Ro 95,000

PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI RSUD

Dokter Spesialis Dasar 0B Rp  35.000.000

iDokter Spesialis Penunjang OB [Rp 30,000,000

| Dokter Spesialis Residen o Rp 15,000,000

Dokter Umum/Gigi PTT O Rp 2,300,060

PENGHASILAN TENAGA AHLI RIDANG MEDIS DI UPTD

PUSKESMAS

Dokter Umum /Gigi Tenaga Harian Lepas yang

berkedudukan di UPTD Kesehatan

QB Rp. 7.000.000
£y1 Re 7 000 000
3 L '\pu i A AV R v A

{ P PR, 7
[ Puskesmas Kasongan (I
: :

Pedaman Penyysunan APRD Tahun 2020

jdih.katingankab.go.id



URAIAN

SATUAN HARGA

TARIF UANG LEMBUR DAN MAKAN LEMBUR

'TARIF UANG LEMBUR

HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKIUR/ NARASUMBER

'DARI DALAM KABUPATEN

5 xal 18e L vang dise

jdih.katingankab.go.id



URAIAN SATIIAN : HARGA ;
'HONORARIHM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER ! |
DARI LUAR KABUPA’FEN
i OJ Ep 1,700,600
. 0OJ Rp 1.400.000
Od Rp_ 1,000,000
: Vvang disetarakan o8 LD SO0 000 |
- Pakar, Prakiisi, Pembicara Khusus OdJ L Rp 600 000
HONORARIUM KONSULTAN,/ TENAGA AHLI KEGIATAN (BATAS TERTINGGI)
- Wetua Tim 03 Pn o 15.000 000
- Anggota Tim OB Bo  12,608.000
'HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA MTQ/ PESPARAWI/ OK Rp 750.000
ELASQI/ PESTIVAL PENYANG HINJE SIMPEI/ PESTIVAL ISEN
'MULANG/PESTIVAL PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGKUI
/PESTIVAL TANDAK ;
HONORARIUM PENDAMPING PENYELENGGARA MTG/ PESPARAWIL/ O R 500,000
LASQI / PESTIVAL PENYANG HINJE SIMPEI/ PESTIVAL ISEN
MULANG/PESTIVAL PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGRUI
/PESTIVAL TANDAX
O s 600,000
HONORARIUM PELATIH / INSTRUKTUR MTQ/ PESPARAW! / LASQI / s Ri HO0.00
PENYANG HINJE SIMPEL/ PESTIVAL ISEN MULANG/PESTIVAL
|PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGRKUI /PESTIVAL TANDAK
UANG SAKU PESERTA MTQ/ PESPARAWI/ LASQI / PESTIVAL O Rp 75,000
PENYANG HINJE SIMPEI/PESTIVAL ISEN MULANG/PESTIVAL
PELAJAR/PELATIHAN SILAT KUNTAU/BANGRUI/PESTIVAL TANDAK
TUNJANGAN BAHAYA RADIASI OB Ep 1,150,000
TARI¥ JASA MEDIS PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB
Persalinan Normal
Tindakan Bp
Tindakan Rn
Tindakan Rn
Kp
| Bp L0
L Rp 360.000
Ry 80.000
Ro 72,000
R 48,000

{l((’g !{“ \‘-‘ S\(§}

HES

rana 40%

80,000

72,000

Tindakan 5 “1) 48 000
22} S-W'vm fU”( Tindakan R 80,000

Jasa Medik 60Y%

Tindakan

Kn

72,000

Jasa Puskesmas 40%

Tindakan R 48,000
[P P T Trvirioy
- Pelepasan Implan
Jasa Sarana 40% Tindakarn R 80,000
Medik 60% Ep 72000
Puskesimas 40% Ko 48 000
Insentf Guru PAUL O R 350,000

TU‘\TJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN BAGI TENAGA FUNGSIONAL PERSANDIAN

OB Rp 1,500,000
0B o 1,300,000
08 Rp 1,100 600

Pedoman Penvustunan APBD Tahun 2020

jdih.katingankab.go.id



SATUAN

«FASAMEI}ES PETUGAS KESEHATAN PELAYANAN KB GRATIS

HONOFARIUM TIM KOORDINASI ANTAR UNSUR FORUM PIMPINA
DAERAY KABUPATEN RATINGAN 7
TIM INTI

EiGNORAQEUM PENDAMPING KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)

HGNOR&RIU’VI PETUG&S K3 LEMBAGA KONSULTAB! hE‘SEJAHTERAAW KELUARGA

'HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN DAN INVENTARISASI o
| TANAH , | ~ z
'HONORARIUM TIM TATA BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN :

18 Lapang

[INSENTIF PENGELOLA PBE P2
‘ENSENTI“‘ P"MUKTAH%R&W

a0
INS

ENTEY PENYAMPA

 PBB-FPZ2

INSE NT}‘.‘F ?E’?‘ JGAS PRE-P2 DI KECAMATAN

;Pﬁmzﬁqmum PENYEL E*’mﬁARA UJEAI\Z ] N

TS AR

jdih.katingankab.go.id



EBID‘AI\}'G: KESENIAN DAERAH

?kmo:m“ am Crrun Tari/ Musik Tradisional R 13,000,000
gHONORARIUM MODERATOR Ol R 200 000

'HONORARIUM DANA BOS

PASKX‘ERAKA

Kp 100,000

- ~ks Dharma Mulia 1 i“() 000
Pepngukuhan 1548 00,000
- Ry ¢.000

Pagar

TONOrariy

i

;’ﬁn‘zzz‘mm

Jonorarium b

norarium

§ _
P
3
!
- Honorarium E‘}f:‘f{:‘izé‘iSfiUk y Penjaringan Calon Paskibraka . o A e
e e - ’ OH Rp 106,000
Tingkat Kecama

OH Ry 100,000

ENI BUDAYA/PARIWISATA/PEM

DA/OLAHRAGA

1/ Wasit/ Pengawas/ komisi perianc

ngan dalam

T b
habupaten

800,000

/Wasit/Pengawas/ komist pertandingan Lua OK Ep 1,000,000
cehormatan kKhusus {even Nasional) OK Rp 15,000,000
Honor Petatih; Bidang Seni Ok Kp 1,000,000
j o/ Partwisata /b a
i pengiri Ok Rp
Honorarium ke OK Hp
tui.\c:!’f,}THQ kegiatan pusal pend: 0B mp
usarl pend OB R
Honorartum Tir iatan pusat pendidikan dan latihan atiet pelajar O Rp 500,000
daerah (P”L’;"D:
Honorarium Latihan ?){,‘S{i‘ﬂ,&i 1 Kegiatan Bidang Send OH R 58,000
QH Ky 100,000
Kp 2,000,000

Bp 130000
R 100,000
; Kn 20 S
Hp 1
ada Sport Centre Kasongan dan Obvek Rp 20
ese alan O Ro 100,000
f learmanan OH Rp 100,000
ORARIUM TIM PENYELESAIAN SENGEKETA TUN-PERDATA
- T Y e:”117?;1}“1;”}‘0:3&2;1 Ahl orang/sidang | Kp 1,750,000
- Tim huasa Ha kum Pemerintah/Tenaga Ko 750,000
JGAS LAPANGAN DAT
Lapangan (Desa/Kecan 1} 0K Ky 300,000
Henurarzum Tenaga Ahli Penilai Tanah
- naga Penilas Madve GH Rp 1,200,000
iat Pratams Ot 340 K00.000

man Fenyusu

nan APBY

"

s 4/
s

~.

jdih.katingankab.go.id



URAIAN

SATUAN

HARGA

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

- Honorarium Tenaga Fasdztaﬁ BSPS

o

G0.000

L

- Honorarium Tenaga Pendataan Rumah Tidak Lavak Huni (RTLH

"

i

FE

Kp 2 O 000

HONORARIUM PENULIS BULETIN KELITBANGAN

i

- Karyva original/ tulisan sendint dan belum pernah diekspose Lembar Kp 100.000
- karva hasi resume, kutiban aari karya orang lain Lembar Rp 50.000
HONORARIUM KEGIATAN KEAGAMAAN
- D"‘ﬂ@“?”ﬂ“ﬂ&h /Rohaniawan OK Rp 500.000
- Dai Cilik OK Rp 200.000
- Qom/ Imain Ok Ky 200.000
- Uang Saku Peserta OH Ko 206.000
UANG/HADIAH LOMBA UNTUK DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT
- Juara [ Org/Pasangan | Ro =.500.000
- Juara [j Ore/Pasangan | Rp 4.000.000
- Juara ] Jre/Pasangan | Rp 3. E}"JO,(’)O{T
- Juara Harapan | Org/Pasangan | Rp 2.000.000
- Juara Haranan Il Org/Pasangan | Kp 1.500.000
U

Juara Harapan

Org/Pasangan

Kp 1.000.0060

- Juara Umum Kontingen Rp  20.000.000
- Juara | Kelompok Rp  15.000.000
- Juara Ui Kelompok Rp  12.000.000
- Juara 11l Kelompok KEp  10.000.000
- Juara Harapan | Kelompok Rp 7.000.000
- Juara Harapan 11 Kelompok Rp 5.000.000
Juara Harapan 111 kelompok R 3.000.000
- Penata Artisti, Penata Musik, Penata Tari Terbaik Org Rp 2.500.000
- Juara Favorit Ore Rp 2.000.000
- Pemain Terbaik Org Rp 2.500.000
- Top Skoce Terbaik Org Rp 2.500.000
- Peserta Rias dan Busana Terbaik Org Rp 2.500.000

Hadiah kegiatan lainnva

Orang

Maxsimal

Kp 25.000.000

HADIAH UNTUK TENAGA KESEHATAN TELADAN

- Juara l Org o 56.000.000
- Juara if Org Rp 4.5¢( ‘() Q00
- Juara [l Org Rp 3.000.000

Uang/Hadiah Untuk diSerahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Lomba kebersihan lingkungan tingkat RT, Tingkat Sekolah

di Kota Kasongan dan Tingkat Desa se Kabupaten Katingan

H e |
Juard i

Kelompok/
Desa/RT/
Sekolah/Kal

Kelompok/
Desa/RT/
Sekolah/Kal

Rp  20.000.000

Kelompok/

- Juara (1 Desa/RT/ 1 Rp  15.000.000
Sekolah/Kal
Kelompoi ;’

Desa/RT/ Rp 6.000.000

- Juara Harapan |

Sekolah/Kali

Ksiompok/

- Juara Harapan 1l Desa/RT/ Rp 5.000.000
Sekolah/Kali
Kelompok/
- Juara Harapan 1! Desa/RT/ Rp 4.000.000

Sekolan/Kal

Honor Juri Lomba dari dalam daerah OH R 300.000
Honor Juri Lomba dari luar daerah OH Hp »ra{).b(h}
a4
; D

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR UO TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Keija (Statis) per Bulan PNS/CPNSD
Kabupaten Katingan yang bekeija sebagai Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, dan Penata
Anastesi di Rumah Sakit Umum Mas Amsyar Kasongan dan Puskesmas di wilayah
Kabupaten Katingan diatur sebagai berikut:

TENAGA FUNGSIONAL DOKTER

Kecamatan /Desa
No Uraian . . Sangat
Biasa Terpencil Terpencil
1 PNS/CPNSD Golongan IV 4.000.000 4.500.000  5.000.000
2 PNS/CPNSD Golongan III 3.500.000 4.000.000  4.500.000
APOTEKER
Kecamatan /Desa
No Uraian . . Sangat
Biasa Terpencil Terpencil
1 PNS/CPNSD Golongan IV 2.000.000  2.500.000  3.000.000
2 PNS/CPNSD Golongan III 1.500.000 2.000.000  2.500.000
PENA1PA ANASTESI
Kecamatan /Desa
No Uraian Biasa Terpencil Sangat‘
Terpencil
1 PNS/CPNSD Golongan III 2.500.000  2.700.000  3.000.000

Kepada Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang berstatus PTT Pusat/

Provinsi, PIDI dan Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas diberikan Insentif per
Bulan sebesar :

Kecamatan /Desa
No Uraian . . Sangat
B
iasa Terpencil Terpencil

1 Dokter/Dokter gigi (PTT

Pusat/Provinsi dan Nusantara 2.000.000  3.000.000  5.000.000

sehat)
2  Dokter Umum (PIDI) 2.000.000  3.000.000  5.000.000
3 Paramedis dan Tenaga

Kesehatan Nusantara sehat 450.000 650.000 750.000

BUPATI KATINGAN,

jdih.katingankab.go.id



URAIAN

INSENTIF PETUGAS PAMERAN & WISATA
Petugas iaga stand pameran
Petugas kebersihan stand pameran

BIAYA JASA LAINNYA
Belanja Jasa kantor

- Belanja telepon

- Belanja air

- Belanja Listrik

- Belania jasa pengumuman lelang /pemenang lelang

- Belania Surat kabar/majalah
- Belanja kawat /faximile/ internet
- Belanja paket pengiriman

Belania Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Korpri

Belanja Pakaian Adat Khusus

Belania Pakaian Adat

Belania Pakaian Kerja lapangan

Belania Pakaian Batik

Belania Pakaian Olahraga (kaos,trening,sepatu)

Bantuan Uang saku peserta
Kegiatan/ Diklat/ Seminiar/ Kursus/ Sosialisasi

Belanja Telepon Seluler (HP)
Bupati

Wakil Bupati

Sekretaris Daerah

Kepala SOPD/Asissten 1,11 dan III

Belanja Makan Minum Rumah Tangga Jabatan
Bupati
Wakil Bupati

Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020

SATUAN

OH
OH

Rp
Rp

HARGA

100,000
75,000

Sesuai Tagihan

Sesuai Tagihan

Sesuai Tagihan
Sesuai dengan tarif penyedia
Sesuai dengan tarif penyedia
Sesuai dengan tarif penyedia
Sesuai dengan tarif penyedia

1 stel
1 stel
1 stel
1 stel
1 stel
1 stel
1 stel

OK

OB
OB
OB
OB

Bulan
Bulan

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
RP

Rp
Rp

1,000,000
800,000
1,500,000
1.000,000
700,000
800,000
900,000

200,000

3.000.000
2.000.000
1,500.000
1.000.000

55.000.000
40.000.000

jdih.katingankab.go.id



